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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat 

diajukan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:  

a. Adanya pandemi Virus Corona/COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan 

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh 

Perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dimungkinkan mempergunakan 

alasan pandemi Virus Corona/COVID-19 sebagai alasan kahar atau force 

majeure untuk melakukan PHK mengingat pandemi Virus Corona/COVID-

19 telah memenuhi unsur-unsur force majeure, yakni unsur pertama dapat 

dikategorikan kedalam peristiwa yang sifatnya tidak terduga karena timbul 

di luar kekuasaan manusia/atau para pihak sehingga tidak memiliki 

kemampuan untuk mencegahnya. Di samping itu telah memenuhi unsur 

kedua dari force majeure yakni adanya halangan yang menyebabkan suatu 

prestasi tidak mungkin dilaksanakan, sebab dengan adanya pandemi Virus 

Corona/COVID-19 perusahaan mengalami halangan yang menyebabkan 

prestasi yang harus dilakukannya tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini 

disebabkan karena terkendalanya kegiatan operasional perusahaan dan 

berdampak terhadap pemasukan perusahaan, akibatnya perusahaan 

mengalami kesulitan dalam membayar upah pekerja/buruh yang merupakan 

kewajibannya. Unsur ketiga dari force majeure yakni ketidakmampuan 

tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, sebab tidak terpenuhinya 

prestasi debitur akibat terjadinya pandemi Virus Corona/COVID-19 bukan 

merupakan kehendak perusahaan.  
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b. Adapun standar perlindungan minimal yang akan diberikan kepada 

Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi 

Virus Corona/COVID-19 yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan 

adalah pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian hak. Mengenai lebih lanjut mengenai besaran pemberian uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 

ditentukan oleh peraturan perundangan dan selain dari pada pesangon dan 

lain-lain maka hak perlindungan minimal yang dapat diperoleh 

Pekerja/buruh adalah jaminan sosial. Karena jaminan sosial adalah selain 

dari pesangon yang dapat diperoleh pada saat Pemutusan Hubungan Kerja. 

Berkaitan dengan jaminan sosial yang dapat diberikan pada saat seseorang 

berakhir hubungan kerja adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diajukan saran 

penelitian, sebagai berikut:  

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk dibentuknya suatu Peraturan 

Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian standar perlindungan 

minimal terhadap Pekerja/buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan 

Kerja karena pandemi Virus Corona/COVID-19 yakni berupa: uang 

pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), dan/atau uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4). Karena tidak 

terdapatnya ketentuan mengenai standar perlindungan minimal terhadap 

pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi Virus 

Corona/COVID-19 yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan 

diberlakukannya standar perlindungan minimal yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan kurang terlindunginya Pekerja/Buruh. 



 

117 

 

2 Disarankan kepada lembaga Legislatif untuk mengundangkan peraturan 

berkaitan dengan standar perlindungan minimal terhadap Pekerja/Buruh 

akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi Virus 

Corona/COVID-19 sebagai bentuk pemberian Perlindungan Hukum dalam 

hal menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para Pekerja/Buruh serta 

Perusahaan, dengan merivisi peraturan perundang-undangan berkaitan 

dengan Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi Virus Corona/COVID-

19. Karena tidak terdapatnya ketentuan mengenai standar perlindungan 

minimal terhadap Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang 

dilakukan oleh Perusahaan, yang menyebabkan kurang terlindunginya hak-

hak bagi Pekerja/buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja.   

3. Disarankan kepada Pengusaha agar pada masa pandemi Virus 

Corona/COVID-19 untuk menghindari sedemikian rupa dilakukannya 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara mengupayakan alternatif-alternatif 

yang dapat melindungi keberlangsungan hubungan kerja sehingga tetap 

dapat juga memberikan kesejahteraan terhadap pihak pekerja/buruh karena 

dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan berakibat pada 

hilangnya mata pencahariaan Pekerja/buruh beserta keluarganya. 

4. Disarankan kepada Pekerja/Buruh untuk melakukan kesepakatan bersama 

dengan pihak Pengusaha guna menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan 

Kerja karena dengan dilakukannya kesepakatan tersebut dapat dilakukan 

upaya untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap 

memperhatikan kondisi Perusahaan. 

5. Disarankan kepada Serikat Pekerja/Buruh untuk mendorong pihak 

Pemerintah dan lembaga Legislatif untuk mengundangkan peraturan 

berkaitan dengan pemberian standar perlindungan minimal terhadap 

Pekerja/Buruh akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja karena 

pandemi Virus Corona/COVID-19, sebab hal ini jelas akan memberikan 

kepastian hukum dan keadilan baik bagi Pekerja/Buruh.   
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